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ABSTRAK 

 

Permasalahan hukum kerap terjadi dalam jual beli tanah jika pembeli tidak 

segera melakukan balik nama sertifikat, terutama ketika nama dalam sertifikat 

masih atas nama pemilik awal. Dalam kasus di Kantor Notaris Sisa Katharina, S.H., 

M.Kn. di Sidoarjo, proses jual beli dilakukan menggunakan Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli bertingkat dan Surat Kuasa Menjual karena penjual belum membalik 

namakan sertifikat dari pemilik sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat pada 

pengikatan perjanjian jual beli bertingkat serta perlindungan hukum terhadap 

pembeli atas pengikatan perjanjian jual beli bertingkat.  

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan 

peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta teknik analisis data 

menggunakan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan 

notaris serta studi dokumen. Peraturan yang digunakan mencakup KUH Perdata, 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak 

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, serta 

Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah mengenai penggunaan PPJB dan kuasa menjual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengikatan Perjanjian Jual Beli 

bertingkat dan Surat Kuasa Menjual digunakan sebagai solusi ketika sertifikat 

belum dibalik nama dari pemilik awal ke penjual selama memenuhi syarat sah 

perjanjian sebagai perjanjian pendahuluan jual beli tanah. Perlindungan hukum bagi 

pembeli atas peengikatan perjanjian jual beli bertingkat dapat diberikan melalui dua 

bentuk yaitu aspek preventif, seperti pemeriksaan dokumen, status tanah, serta 

kejelasan para pihak sebelum perjanjian dibuat, dan juga aspek represif apabila 

muncul hambatan, misalnya dengan memberikan solusi hukum atas gugurnya kuasa 

karena pemberi kuasa meninggal dunia.  

Penting bagi pembeli untuk segera melakukan balik nama sertifikat setelah 

transaksi jual beli guna menghindari risiko hukum di masa depan. Pemerintah juga 

perlu meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya proses balik nama sertifikat tanah 

serta memberikan kemudahan administrasi dan insentif biaya agar lebih banyak 

masyarakat yang terdorong untuk melakukan prosedur ini sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 
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